
BUPATI TAPIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 

NOMOR 01 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 
NOMOR 16 TAHUN 2012 

TENTANG 
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang  : a. bahwa sehubungan dengan telah 

diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan 

di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, 

maka ketentuan yang mengatur Retribusi Izin 

Gangguan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Tapin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu perlu dilakukan pencabutan 

dengan melalui perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 

 

 

SALINAN 
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Mengingat  :   1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah  diubah  beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

481); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 

Nomor 16); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN 

dan 

BUPATI TAPIN 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 

16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN 

TERTENTU. 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 16) diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Retribusi  ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan 

Tertentu. 
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(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:  

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;  

b. dihapus;   

c. Retribusi Izin Trayek.   

2. Ketentuan Pasal 9 dihapus. 

3. Ketentuan Pasal 10 dihapus. 

4. Ketentuan Pasal 11 dihapus. 

5. Ketentuan Pasal 12 dihapus. 

6. Ketentuan Pasal 13 dihapus. 

7. Ketentuan Pasal 14 dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Tapin. 

 

Ditetapkan di Rantau 

pada tanggal 19 Maret 201922 A 

BUPATI TAPIN,   

 
 

ttd 
 
M. ARIFIN ARPAN 

Diundangkan di Rantau 

pada tanggal 19 Maret 201922  22 April 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 
 

     
        ttd 
 

                 MASYRANIANSYAH 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 01 03 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (115/2019)  
 


